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SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kjn

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan

Strata  II,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN

PEKALONGAN,  JAWA  TENGAH,  dalam  hal  ini

memberikan  kuasa  kepada  Adi  Ariyanto  S.H,

xxxxxxx yang berkantor di Jln kihajar Dewantara xx

xx  xxxx  Kab  Pekalongan  xxxx  xxxxxx,  dengan

domisili  elektronik  :  adiariyantosh@gmail.com,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus

2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX Bin  Mudjiman,  umur  49  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  xxxxxxx,

Pendidikan  Strata  II,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN  PEKALONGAN,  JAWA  TENGAH,

sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa 

bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024

yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kajen  dengan

Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 20 Agustus 2024 telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada

hari Senin, tanggal 27 April 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Nikah No. 67 / 76 / IV / 1998, tertanggal 27 April 1998, yang dikeluarkan oleh

KUA Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama

dirumah Orang Tua Penggugat selama kurang 2 tahun, kemudian Penggugat

dan Tergugat pindah dirumah Bersama Penggugat  dan Tergugat di  Jl.  Ki

Hajar  Dewantara  no  11,  xxx  xxxx  xxx  xxx,  Desa  xxxx,  Kec  xxxx,  Kab

Pekalongan,;

4. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berhubungan

layaknya suami istri (bakda dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

yaitu :;

 XXXXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, pada tanggal 07  01 -

1999;

 XXXXXX, Perempuan, lahir di  Pekalongan, pada tanggal 17  09

2003;

dan dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

keadaan  Harmonis,  namun sejak  sekitar  awal  bulan  Januari  tahun  2024

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi

Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan

untuk rukun kembali yang disebabkan karena Tergugat ketahuan mempunyai
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Wanita Idaman lain dan minta izin untuk melakukan Poligami dan Penggugat

Menolak untuk di Poligami;

6. Bahwa  puncak  terjadinya  Perselesihan  dan  Pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Februari 2024, dan sejak

itu  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  rumah,  Dimana  Penggugat  tinggal  di

rumah jl Ki Hajar Dewantoro No. 11 xxxx, RT.01, RW.01, Desa xxxx Kec.xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat

tinggal  di  Perumahan  Safir  Residen  No.A.5,  Desa  xxxxxxxxx,  Kec.xxxxx,

Kab.Pekalongan,  sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  rumah

selama  7  bulan,  Tergugat  telah  membiarkan  dan  tidak  mempedulikan

Penggugat,  serta  sudah  tidak  pernah  berhubungan  badan  sebagaimana

layaknya suami isteri;

7. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, telah dilakukan Musyawarah keluarga,

antara  Penggugat,  Tergugat  dan  anak  anak  Penggugat  dan  Tergugat,

Dimana  telah  disepakati  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  akan  pisah,

bercerai dan juga telah disepakati tentang Pembagian harta Bersama dan

Kewajiban  Tergugat  untuk  membiayai  biaya  kuliah  terhadap  anak  anak

Pengguat  dan  Tergugat  sampai  selesai  dan  akan  membiayai  biaya

Pernikahan untuk  kedua -  anaknya tersebut  kelak dikemudian hari,  yang

mana kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis notarial Akta dan oleh

karenanya maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian di

Pengadilan Agama Kajen;

8. Bahwa  keadaan  Rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU

No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  oleh  karenanya

perceraianlah jalan yang terbaik;

9. Bahwa  oleh  karena  keadaan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

tergugat sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali, sudah pisah rumah selama 7
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bulan,  maka  Gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah

memenuhi  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

sehingga  cukup  alasan  dan  berdasar  hukum  bagi  Penggugat  dalam

mengajukan Gugatan a quo, dan mohon agar  Gugatan Penggugat  untuk

bisa di kabulkan;

10. Bahwa  Penggugat  sanggup  menanggung  seluruh  biaya  yang

timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan alas an dan dalil dalil  sebagaimana tersebut

diatas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Kajen  Cq

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar berkenan

untuk memberikan putusan sebagai berikut:;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kajen c.q  Majelis  Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menceraikan Perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat

(XXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:;

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,
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Penggugat  didampingi  Kuasa  Hukumnya  menghadap  di  persidangan

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh

orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun

berdasarkan surat  penggilan  (relaas)  Nomor  :  1097/Pdt.G/2024/PA.Kjn  yang

dibacakan  dipersidangan,  Tergugat  telah  dipanggil secara resmi dan patut

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak  datangnya Tergugat disebabkan oleh

suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Penggugat, Kuasa Hukum dan Dokumen Elektronik

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  identitas  Penggugat,

kelengkapan identitas Kuasa Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti

kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa  kelengkapan  identitas  Kuasa  Penggugat,  surat  kuasa

Penggugat  dan  kelengkapan  dokumen  elektronik  telah  sesuai  dengan

ketentuan hukum;

Upaya Penasehatan

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat agar berfikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Upaya Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  Penggugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Upaya Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67 / 76 / IV / 1998 tanggal 27 April 1998

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  KUA  xxxx

xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  Provinsi  xxxx  xxxxxx.  Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan

paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 3, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN,,

telah  bersumpah  secara  agama  Islam,  lalu  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

sekitar tanggal 27 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan KUA xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi  xxxx

xxxxxx  dan  sudah  dikaruniai  2  anak  yang  bernama  XXXXXX,

Perempuan,  lahir  di  Pekalongan,  pada  tanggal  07-01-  1999  dan

XXXXXX,  Perempuan,  lahir  di  Pekalongan,  pada  tanggal  17-  09

-2003 dan dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah  orang  tua  Orang  Tua  Penggugat  selama  kurang  2  tahun,

kemudian  Penggugat  dan  Tergugat  pindah  dirumah  Bersama

Penggugat dan Tergugat di Jl. Ki Hajar Dewantara no 11, xxx xxxx

xxx  xxx,  Desa  xxxx,  Kec  xxxx,  Kab  Pekalongan,  di  xxx  xxxxxxx

xxxxxxxxx,  No  11  xxxx,  xxx  xxxx  xxx  xxx,  xxxx,  xxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak awal bulan Januari tahun 2024 mulai sering
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bertengkar;

- Bahwa saksi pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena

Tergugat  ketahuan mempunyai  Wanita  Idaman lain  dan minta izin

untuk  melakukan  Poligami  dan  Penggugat  Menolak  untuk  di

Poligami;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal

selama  7  (tujuh)  bulan.,  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman bersama;

- Bahwa  selama  berpisah,  Tergugat  sudah  tidak  memperdulikan

Penggugat  dan  tidak  memberi  nafkah  lagi  untuk  Penggugat  serta

Tergugat  tidak  pernah  menemui Penggugat dan sudah tidak ada

yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah  mendamaikan  dan  menasihati  namun  tidak

berhasil;

2. SAKSI  4,  umur  61  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SLTP,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  tempat  tinggal  di  KABUPATEN

PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai catering di  rumah Penggugat dan

Tergugat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

sekitar tanggal 27 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan KUA xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi  xxxx

xxxxxx  dan  sudah  dikaruniai  2  anak  yang  bernama  XXXXXX,

Perempuan,  lahir  di  Pekalongan,  pada  tanggal  07-01-  1999  dan

XXXXXX,  Perempuan,  lahir  di  Pekalongan,  pada  tanggal  17-  09
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SALINAN

-2003 dan dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah  orang  tua  Orang  Tua  Penggugat  selama  kurang  2  tahun,

kemudian  Penggugat  dan  Tergugat  pindah  dirumah  Bersama

Penggugat dan Tergugat di Jl. Ki Hajar Dewantara no 11, xxx xxxx

xxx  xxx,  Desa  xxxx,  Kec  xxxx,  Kab  Pekalongan,  KABUPATEN

PEKALONGAN, JAWA TENGAH;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak awal bulan Januari tahun 2024 mulai sering

bertengkar;

- Bahwa saksi pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat

ketahuan  mempunyai  Wanita  Idaman  lain  dan  minta  izin  untuk

melakukan Poligami dan Penggugat Menolak untuk di Poligami;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal

selama  7  (tujuh)  bulan,  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman bersama;

- Bahwa  selama  berpisah,  Tergugat  sudah  tidak  memperdulikan

Penggugat  dan  tidak  memberi  nafkah  lagi  untuk  Penggugat  serta

Tergugat  tidak  pernah  menemui Penggugat dan sudah tidak ada

yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah  mendamaikan  dan  menasihati  namun  tidak

berhasil;

C. Keterangan Keluarga

Menurut  keterangan  XXXXXX binti  Arif  Nurohman Sulistyo,  umur  21

tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SLTA,  Pekerjaan  Pelajar,  tempat

tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11, RT. 001 RW. 001, Desa xxxx
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SALINAN

Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang merupakan anak ke dua

dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah melihat Penggugat

dan Tergugat  bertengkar mulai tahun 2023;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  karena  masalah  wanita  idaman

lain dan pada bulan Juli 2024, anak Penggugat dan Tergugat melihat

ada chat dari wanita lain ketika di mobil Tergugatdan Tergugat sudah

pergi meninggalkan rumah;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

sesuatu  apapun  dan  memberikan  kesimpulan  tetap  pada  gugatan  semula

tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan

dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan

agama  Islam,  maka  berdasarkan  pasal  40  dan  pasal  63  ayat  1  huruf  (a)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf

a  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama
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SALINAN

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  2009,  maka

perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat

tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak

adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  telah

melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat  secara  Islam  di  hadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah,  maka maksud Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum

Islam telah  terpenuhi  dan alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat

tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas

sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai

terhadap  Tergugat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  sehingga  gugatan  Penggugat  secara  formal  dapat

diperiksa lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan

Surat  Panggilan  (relaas)  Nomor  1097/Pdt.G/2024/PA.Kjn  yang  dibacakan  di
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SALINAN

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang  sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  karena  Tergugat  tidak  hadir  maka  hak  jawaban

menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II

hal 405;

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi

tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya

menjadi gugur;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendaftarkan  gugatannya  dengan

mengkuasakan kepada Adi Ariyanto S.H., hal mana sesuai dengan ketentuan

Pasal  123  HIR,  maka  Majelis  Hakim  perlu  untuk  mempertimbangkan

keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum Pemohon;

Menimbang,  bahwa  tentang  keabsahan  surat  kuasa  maka  yang

dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

1959  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  6  Tahun  1994  yang

mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan,

menyebut  kompetensi  relatif,  menyebut  identitas dan kedudukan pihak serta

menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur

ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan

kuasa tidak sah;
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SALINAN

Menimbang,  bahwa  disamping  itu,  surat  kuasa  harus  memenuhi

ketentuan  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea

Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal  7 ayat

(5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal

mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan

disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta

atau yang sejenis  dengan itu,  sehingga sebagian tanda tangan ada di  atas

kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang xxxxxxx, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang

telah  memperlihatkan  kelengkapan  dokumen  beracara  yaitu  kartu  tanda

pengenal  advokat  yang masih berlaku serta  asli  berita  acara sumpah maka

telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  mempelajari  syarat  dan

ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam Peraturan Perundang-Undangan

yang terkait  dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di  atas

serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka

Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan

tersebut,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  surat  kuasa  khusus  dari

Pemohon  telah  memenuhi  persyaratan  surat  kuasa  khusus  untuk  bertindak

sebagai  advokat,  oleh  karena  itu  kuasa  hukum  Pemohon  berhak  mewakili

prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara a quo;

Nasehat/ Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak

beperkara  dengan  cara  menasihati  Penggugat  untuk  rukun  kembali  dengan

Tergugat,  akan  tetapi  usaha  tersebut  tidak  berhasil,  oleh  karenanya  telah

terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan  Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009
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SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui

proses  mediasi  mengharuskan  kehadiran  kedua  belah  pihak  namun  oleh

karena  Tergugat  tidak  pernah  menghadap  di  persidangan  sehingga  proses

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang  semula  rukun  dan  harmonis  namun

sekarang  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih  dan  bertengkar

karena Tergugat ketahuan mempunyai Wanita Idaman lain dan minta izin untuk

melakukan Poligami dan Penggugat Menolak untuk di Poligami;

 dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal  selama  7  (tujuh)  bulan.  dan  selama  itu  pula  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan,  sudah  tidak  pernah  memberikan  nafkah  untuk  Penggugat,

serta  sudah tidak  ada komunikasi  layaknya suami  isteri  yang harmonis  dan

antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga

Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut

harus dianggap benar,  namun karena perkara ini  adalah perkara perceraian,

maka  Penggugat  tetap  harus  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya dengan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa  penjelasan  pasal  27  ayat  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan

sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan

bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

oleh Pegawai Pencatat Nikah;

3. Bahwa gugatan  Penggugat  didasarkan  pada  pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi
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SALINAN

Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis.  pasal  22 ayat

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga/

orang-orang dekat dengan para pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  163  HIR  jo.  Pasal  1685 KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  P berupa fotokopi  Kutipan Akta Nikah,

bermeterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  serta  telah  sesuai  dengan  aslinya

sehingga  Majelis  Hakim  menilai  alat  bukti  tersebut  sah  sebagai  alat  bukti

berdasarkan  Pasal  1888  KUH Perdata  jo  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang

dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh

para  pihak,  maka  nilai  kekuatan  pembuktianya  sempurna  dan  mengikat

berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  perkawinan  yang  sah  sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  sudah

dewasa,  berakal  sehat  dan bukan orang-orang yang dilarang untuk  menjadi

saksi  menurut undang-undang serta  telah memberikan keterangan di  bawah

sumpahnya  menurut  tata  cara  agamanya  sehingga  saksi-saksi  tersebut

memenuhi syarat formil  sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912
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SALINAN

KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

sekitar tanggal 27 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan KUA xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx dan sudah

dikaruniai 2 anak yang bernama XXXXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan,

pada tanggal  07-01-1999 dan XXXXXX,  Perempuan,  lahir  di  Pekalongan,

pada tanggal 17-09-2003 dan dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  bertengkar  sejak  awal  bulan

Januari  tahun 2024 karena  Tergugat ketahuan mempunyai  Wanita Idaman

lain dan minta izin untuk melakukan Poligami dan Penggugat Menolak untuk di

Poligami;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7

(tujuh) bulan. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk

Penggugat;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan dan menasihati namun tidak berhasil

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  pokok  permasalahan  perkara  ini  adalah  keterangan  yang  dilihat

sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi  yang  diajukan  Penggugat

telah  bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu
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keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  yang

dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim

telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 27

April 1998 dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama XXXXXX, Perempuan,

lahir  di  Pekalongan,  pada tanggal  07-01-1999 dan XXXXXX, Perempuan,

lahir di Pekalongan, pada tanggal 17-09-2003 dan dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  sering  bertengkar  sejak  awal

bulan  Januari  tahun  2024  karena  Tergugat  ketahuan  mempunyai  Wanita

Idaman lain dan minta izin untuk melakukan Poligami dan Penggugat Menolak

untuk di Poligami

- Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama  selama  7  (tujuh)  bulan.,  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak rukun lagi, tidak lagi saling memperdulikan serta Tergugat sudah

tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak

yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai gugat, Penggugat dan Tergugat

harus memenuhi  unsur mempunyai  alasan yang cukup bahwa antara suami
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dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal

39 Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dan

alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto  Pasal 116

huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam (KHI),  bahwa antara suami dan isteri terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara in casu  harus

memiliki beberapa unsur berikut:

 pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri;

 kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus

menerus;

 ketiga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Hakim menilai  unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara  in

casu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya indikator-indikator: sudah ada upaya

damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami

istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

sebagai suami istri,  telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama dan

atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan

Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor

04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung  Tahun  2013  Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah

(broken marriage), sehingga oleh karena perjanjian suci (mitsaqon gholidzon)

dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak

telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian telah terbukti bahwa
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antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran,  sehingga  gugatan  Penggugat  telah  mempunyai  cukup  alasan

sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang

Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut,

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  fondasi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah

tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan

perasaan untuk saling cinta-mencintai,  hormat-menghormati,  setia dan saling

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa

yang  dicantumkan  pada  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan  juncto  Pasal  77 Ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam (KHI),

yang  dengannya tidak lagi  mampu  mewujudkan tujuan perkawinan yang

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk

membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang

ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya:  “Dan di  antara  tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah  Dia  menciptakan

pasangan-pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu

cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang

berpikir”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut,  jika

dipaksa  untuk  diteruskan  maka  berpotensi  membawa  mafsadat  yang  lebih

besar daripada maslahat untuk meneruskan perkawinan keduanya dan hal ini
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perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan

dalil  syar’i  diatas,  karena  mempertahankan  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat dinilai akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, maka makna

sebaliknya (a contrario / mafhum mukhalafah) memutuskan ikatan perkawinan

Penggugat dan Tergugat dipahami akan menutup mudharat tersebut sehingga

akan mendapatkan maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat

ulama  ahli  Fiqh  yang  tersebut  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Jilid  II  yang  untuk

selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatanya dihadapan

hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan

penderitaan  itu  tidak  bisa  untuk  mempertahankan  kelangsungan

kehidupan rumah tangga di  antara keduanya dan hakim tidak dapat

mendamaikan  keduanya,  maka  hakim  dapat  menjatuhkan  talaknya

suami terhadap istrinya dengan talak ba’in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan

dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hukum  Islam,  dari  sebab  antara  Penggugat  dan  Tergugat  selama  dalam
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perkawinan  belum  pernah  terjadi  perceraian,  maka  Majelis  Hakim  dapat

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 pada Pasal  90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  Yang Berada  di  Bawahnya  junctis

Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara

ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

         Menimbang, bahwa  perkara  a quo terdaftar secara elektronik melalui

aplikasi e-court serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan

Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal

26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan putusan dilakukan

dengan mengunggah salinan putusan ke  dalam aplikasi  e-Court Mahkamah

Agung dengan dianggap dihadiri Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam

putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (TERGUGAT)terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal  10  September  2024 M.  bertepatan

dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Syamsuhartono, S.Ag., S.E

sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy., M.H dan Agus Alamsyah, S.H., M.H.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota.  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari itu

juga  melalui  Sistem Informasi  Pengadilan  yaitu  aplikasi  e-Court Mahkamah

Agung oleh Ketua Majelis dengan dihadiri  para Hakim Anggota tersebut dan

Ulva Mariana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., S.E
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hakim Anggota,

ttd

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulva Mariana, S.H.I

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 29.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
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